














perhubungan meliputi persentase angkutan umum yang laik
jalan serta persentase ketersediaan angkutan
pedesaan.Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang
perhubungan yang dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017 yaitu
prosentase cakupan angkutan darat sebesar 0,18 %,
Indikator yang disampaikan tersebut belum sesuai dengan
penetapan indikator RPJMD.

Komunikasi Dan Informatika

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang
komunikasi dan informatika pada tahun 2017adalah sebesar
Rp.2.005.500.000,- dengan  realisasi keuangan  Rp.
1.866.574.384,- atau terserap sebesar 93,07% yang
dilaksanakan melalui 9 program dan 46 kegiatan. RPJMD
Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator
kinerja untuk urusan komunikasi dan informatika meliputi
skor PeGi, persentase informasi publik yang disediakan dan
diumumkan, serta persentase PD yang mempunyai website
aktif. Namun dokumen LKPJ tahun 2017 belum melaporkan
indikator kinerja RPJMD tersebut.

Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan wajib
bidang koperasi dan UKM pada tahun 2017 sebesar Rp.
11.416.668.000 dengan realisasi keuangan Rp.
10.933.360.811 atau sebesar 95.77% yang dilaksanakan
melalui 17 program dan 43 kegiatan.Indikator kinerja yang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021
untuk urusankoperasi dan UKM meliputi persentase koperas;i
aktif, rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, serta
persentase KSP/USP dan koperasi sehat. Pada LKPJ tahun
2017, capaian kinerja pembangunan urusan koperasi dan
UKMmelalui indikator Koperasiaktifmencapai 90% dari

jumlah koperasi sebanyak 315 unit yang berarti telah



pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaporkan dalam
LKPJ tahun 2017 telah melampaui target RPJMD vaitu dari
capaian presentase Posyandu Aktif sebesar 100 % yaitu
sebanyak 1.228 kelompok.Akan tetapi indikator persentase
swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat belum dilaporkan.

. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017
sebesar Rp. 4.021.052.000 dengan realisasi keuangan Rp.
3.841.670.154 atau hanya terserap sebesar 95,54 .9, yang
dilaksanakan melalui 3 program dan 38 kegiatan. Indikator
kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang
2016-2021 untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera meliputi cakupan peserta KB aktif, cakupan PUS
yang ingin ber KB tidak terpenuhi, CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49, persentase DO KB serta cakupan PUS
ber KB anggota  BKB. Capaian indikator kinerja
penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera yang telah dilaporkan dalam LKPJ tahun 2017
hanya indikator peserta KB aktif dengan capaian 84,11 %,
atau 115.959 dari jumlah 137.874 pasangan usia subur vang
berarti belum mecapai target RPJMD sebesar  100%,
Sedangkan idikator RPUMD lainnya belum dilaporkan dalam
LKPJ tahun 2017.

Perhubungan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang
Perhubungan pada tahun 2017 sebesar Rp. 21.462.572.000,-
dengan realisasi keuangan Rp. 19.719.962.384,- atau hanya
terserap sebesar 91,88% yang dilakasanakan melaluj 12
program dan 52 kegiatan.Indikator kinerja yang ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk urusan



hidup (IKLH).Capaian kinerja penyelenggaraan urusan
lingkungan hidup yang disajikan dalam LKPJ tahun 2017
masih berupa SPM dan belum melaporkan indikator kinerja
RPJMD.

Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
pada Tahun 2017 sebesar Rp. 5.669.756.000,- dengan
realisasi keuangan yaitu sejumlah Rp. 5.432.170.192,- atau
terserap sebesar 95,81% yang dilaksanakan melalui 4
program dan 33 kegiatan.RPJMD Kabupaten Rembang 2016-
2021 menetapkan  indikator kinerja  pada  urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi persentase
penduduk ber KTP serta persentase bayi berakte
kelahiran.Capaian kinerja bidang kependudukan dan catatan
sipil pada LKPJ tahun 2017 menyampaikan indikator
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk telah tercapai sebesar95s
% dari jumlah penduduk wajib KTP hampir mendekat; target
RPJMD sebesar 100%. Sementara indicator kepemilikan akta
kelahiran per 1.000 penduduk mencapai 83 % dari target
RPJMD sebesar 100%.

. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggaran yang dioalokasikan untuk mendukung urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2017
sebesar Rp.13.759.481.000,- dengan realisasi keuangan
Rp.13.124.120.757,- atau terserap sebesar 95,38% yang
dilaksanakan melaluill program dan 72 kegiatan. RPJMD
Kabupaten Rembang 2016-2021 menetapkan indikator
kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
meliputi jumlah posyandu aktif dan persentase swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat.Pencapaian indikator kinerja bidang



Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang
Pangan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 513.000.000,-dengan
realisasi keuangan Rp. 503.713.900,- atau terserap sebesar
98,1% yang dilaksanakan melalui 1 program dan 9 kegiatan.
Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Rembang tahun 2016-2021 pada urusan pangan adalah skor
PPH dan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita.Dokumen
LKPJ tahun 2017 belum melaporkan capaian kinerja RPJMD
untuk urusan pangan tersebut tetapi hanya menyajikan
capaian SPM urusan pangan.

Pertanahan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang
pertanahan di Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 sebesar
Rp. S0.000.000dengan realisasi keuangan mencapai Rp.
44.415.500 atau hanya terserap sebesar 88,83%.Indikator
kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang
tahun 2016-2021 pada urusan pertanahan adalah persentase
luas tanah yang bersertifikat. LKPJ tahun 2017 melaporkan
capaian jumlah total luas tanah yang disertifikatkan dj
Kabupaten Rembang mencapai 6.652.606 mdyang seharusnya
dihitung lebih lanjut persentase luasannya.

Lingkungan Hidup

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang
lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar
Rp.8.986.244.000- dengan realisasi keuangan Rp.
8.689.970.127,- atau terserap sebesar 96,33% yang
laksanakan nmelalui 15 program dan 52 kegiatan. Indikator
kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang
2016-2021 untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan
urusan lingkungan hidup adalah persentase rehabilitasi

hutan dan lahan kritis serta indeks kualitas lingkungan



g. Tenaga Kerja
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan
tenaga kerja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.
1.947.500.000 dengan realisasi keuangan Rp.1.883.761.800
atau terserap sebesar 96,72 % yang telah dilaksanakan
melalui 3 program dan 23 kegiatan. Indikator kinerja RPUMD
Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 untuk urusan tenaga
kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dokumen
LKPJ 2017 belum melaporkan capaian indicator | inerja TPT
sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD yang
seharusnya  pada tahun 2017 mencapai target kinerja
sebesar 4,2%,

h. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada
tahun 2017 sebesar Rp. 2.871.000.000 dengan realisasi
keuangan Rp.2.853.790.995 atau terserap sebesar 99,40 v,
yang diiplementasikan melaluj 7 program dan 35 kegiatan.
RPUMD  Kabupaten Rembang tahun 2016-202] telah
menetapkan indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi rasio KDRT,
Cakupan desa ramah anak, Persentase perempuan yang
menduduki jabatan di lembaga pemerintahan, dan cakupan
pemenuhan hak anak.LKPJ tahun 2017 melaporkan tingkat
capaian kinerja dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak melalui indikator
partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yaitu
sebanyak3.781 pegawai wanita yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang, namun data ini belum
dapat digunakan untuk menilaj capaian indikator kinerja
RPJMD.



follow program®, semakin besar prioritas satu program didalam
mencapai perwujudan visi misi Kabupaten di sebuah OPD
maka semakin besar pula alokasi anggaran yang harus

diberikan kepada OPD tersebut.

. Lemahnya akurasi data di setiap OPD serta ketidaksinkronan
antar bidang didalam OPD dan antar OPD dengan OPD lainnya,
salah satunya mencerminkan lemahnya SDM OPD dalam
melaksanakan tupoksi dalam pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kegiatan OPD yang hampir terjadi di seluruh OPD
vang ada disamping persoalan kurangnya koordinasi lintas
OPD maupun secara internal OPD. Untuk itu kedepan DPRD
merekomendasikan kepada Bupati agar lebih mengedepankan
peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sesuaij dengan

amanah undang-undang ASN serta meningkatkan intensitas

koordinasi antar OPDmaupuninternal OPD.

. Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Rembang RPJMD
secara khusus pada sektor pariwisata dan pemberdayvaan
masyarakat perlu didukung oleh anggaran secara maksimal.
Dalam rangka meningkatkan investasi serta mengembangkan
pariwisata,DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah
dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisat; kabupaten
Rembang melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menggali
destinasi-destinasi baru di sektor pariwisata tidak hanya fokus
pada obyek-obyek wisata yang selama ini sudah ada dan sudah
dikelola  oleh masyarakat.  Terkait dengan  program
pemberdayaan masyarakat agar pemerintah daerah tidak
hanya fokus dalam pembangunan ifrastruktur saja, pemerintah
daerah agar meningkatkatkan kualitas SDM masyarakat
melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat bersaing dalam

kemajuan teknologi seperti sekarang ini,



e. Dalam meningkatkan PADpada sektor Pariwisata di Kabupaten
Rembang agar Pemerintah Daerah mendukung secara penuh,
baik kebijakan Mmaupun anggaran, sehingga sektor pariwisata
menjadi sektor unggulan dalam menyumbang PAD, Sedangkan
peningkatan PAD dari sektor perikanan, perlu digalakkan
kegiatan penegakan peraturan daerah tentang penjualan ikan
di luar TPI.

4. Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2017
mendapat tugas pembantuan dar 3 kementerian yakni
Kementerian Perdagangan, Kementerian  Pertanian untuk dua
kegiatan dengan anggaran, dan Kementerian Perikanan dan
Kelautan.Secara output seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana,
namun secara outcome kegiatan tersebut belum mendatangkan
manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk
itu DPRD merekomendasikan bahwa dalampenempatan dan
pemanfaatan tugas pembantuan kedepan agar melaporkan output
maupun outcome secara kuantitatif dan terukur serta lebih terarah

dan terfokus kepada kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten

5. Pada tahun 2017, Kabupaten Rembang melaksanakan 7 kerja
sama antar daerah yang dibuat yang pelaksanaanya oleh diampu
oleh 9 OPD Kabupaten Rembang dan 16 kerja sama dengan pihak
ketiga, sementara kordinasi dengan instans; vertikal daerah telah
melibatkan 12 instans;j vertical. Pada laporan yang tertuang dalam
buku LKPJ, OPD yang melakukan kerjasama antar daerah
maupun kerjasama dengan pihak ketiga serta koordinasi instans;j
vertikal yang dimaksud belum menggambarkan output dan outcome
dari kerja sama ity sendiri.  Untuk ity kedepan DPRD
merekomendasikan agar kerjasama antar daerah, lembaga-
lembaga yang memiliki peran percepatan pembangunan, serta

koordinasi dengan instansi vertikal baik tingkat pusat maupun



daerah harus lebih ditingkatkan dan secara berkala perlu
dilaporkan perkembangannya.

6. DPRD Kabupaten Rembang menerima LKPJ Bupati Tahun 2017
dengan merekomendasikan agar dokumen LKPJ kedepan dibuat
lebih lengkap, sempurna dan memenuhi ketentuan persyaratan

yang dibutuhkan sehingga dalam pembahasan DPRD mudah
dipahami.

Demikianlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJBupatiRembang

tahun2017 ini kami sampaikan, sebagai media evaluas; terhadap kinerja

pemerintah daerah agar ke depan menjadi lebih baik.







